WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI INFORMASI KOTA CIREBON

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

bahwa Komisi Informasi Kota Cirebon telah ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54
Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2017;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
nomenklatur kelembagaan serta dalam rangka
penyempurnaan Komisi Informasi Kota Cirebon,
sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2011
tentang Komisi Informasi Kota Cirebon;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45), sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota

Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 207);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informasi
Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 245);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah  Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita ~Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1026);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013
tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 2
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 48A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang  Rincian  Urusan  Pemerintahan  yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9
Seri E);



Menetapkan

15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2011
tentang Komisi Informasi Kota Cirebon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2011 tentang Komisi
Informasi Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2017 Nomor 18);

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 41);

17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
CIREBON NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI
INFORMASI KOTA CIREBON.

Pasal

Mengubah Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2011 tentang Komisi
Informasi Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2011 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 54 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi
Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017
Nomor 18), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola
Komisi Informasi Kota dilaksanakan oleh Sekretariat

Komisi Informasi Kota.



(2) Sekretariat Komisi Informasi Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat
Eselon III yang tugas dan fungsinya membidangi
kesekretariatan Dinas urusan komunikasi dan

informatika.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 14 Nopember 2019

WALI KOTA CIREBON,
ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 15 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
/< KEPALA\BAGIAN HUKUM
£/ DAN HAKASAS] MANUSH, ™

CHANDRA BIM MANA, SH., MM.
4 ~Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



